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BUPATT ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

QANUN IfiBUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2AL6

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEBANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BI SMI LI"AHIRRAH }dANI RRAHI M

ATAS RAHIT{A?ALI.AI{ YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

batrwa unh:k melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (L) Peraturan

perfi naelaktrkan penataan Perangkat -Daerah- Kabupaten
Aceh Besar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu meg&pntuk Qanun Ikbupaten Aceh Besar tentang
Pembenfi:kan daii= 'Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar;

Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia ?atrun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Ikbupaten Dalam Lingkungan
Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun !.956 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daeratr Istimewa Aceh (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 172, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893h

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO3 Nomor 47,
?ambahan l-embarari Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh {Iembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2006 Nomor
62, Tartbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambehan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5534 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tafiun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia-1-vi

b.

i,

3.

5.

6.

I

4.

I



2-

Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republilc
lndonesia Nomor 56791;

Perr.turan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat
Daeratr {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114), Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
566U;

Perafiran Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor
Pertanatran KabupatenlKota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan
Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 291.

Dengan Pereetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII/q.N RAIff,AT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATIACEH BESAR

MEMUTUSKAN:
\r

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

\ BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Qanun ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten Aceh Besar adalalr bagian dari Daerah Propinsi Aceh

sebagai suafir kesatuan mas5rarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus unilk mengahrr dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyamkat setempat
sesuai dengan peraturan penrndang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatrran Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Ind,onesia Tahun 1945
yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2, Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusarl
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
dan f,)ewan Perwakilan Ralqyat l(abupaten sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daeratr l{abupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah lhbupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daeratr kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
perangkat daeratr Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Ihbupaten Aceh Besar
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukarr
berdasarkan ases langsung, umum, bebas, rahasia, juiur dan
adit.

7.

8.
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5. Dewan Pennrakilan Ralyat lhbupaten yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.

6. Qanun Kabupaten adalatr peraturan perundang-undangan
sejenis peraiuran daeratr kabupaten yang mengatur
penyelenggaxaan Pemerintatran dan kehidupan masyarakat
Kabupaten Aceh Besar.

7. Sekretariat Daeratr adalah Sekretariat lkbupaten Aceh Besar.

8. Sekretaris Daeratr adalatr Sel<retaris Daerah l(abupaten Aceh
Besar.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Ra\yat Kabupaterr selanjutnya
disebut Selcretariat DPRK adalah Sekretariat Deqran Perwakilan
Ralqyat Kabupaten Aceh Besar.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Ra}ryat Kabupaten selanjutnya
disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Ratryat Kabupaten Aceh Besar.

1 1. Inspelrtorat adalah lnspektorat l(abupaten Aceh Besar,

ie. Oinas Daerah adalah Dinas Daerah lfubupaten Aceh Besar.

13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam l(abupaten Aceh Besar.

15. Sekretanat Ixmbaga Keistimewaan adalah Selcretariat kmbaga
Keistimewaan Kabugaten Aceh Besar.

16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT
adalatr unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang
melahsanakan kegiatan telcrfis. operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat
Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daeratr;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis firyas;
e. rentsng kendaii;
f. tata kerja yang jelas; dan
g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBE}ITUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibenhrk Perangkat Daerah dengan suslrllan
sebagai berikrl
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar merupakan Sekretariat

Daerah Tipe A; Ulb
0"1
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Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Ihbupaten Aceh Besar
mempakan Setretariat Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Tipe
B;

Inspelrtorat Ikbupaten Aceh Besar mempakan Inspelrtorat Tipe A;

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang m"enangani urus€rn
Pemerintahan Ulqjib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
terdiri dari:
U Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Tipe

A menyelenggaralran urusan pemerintatran bidang pendiditcart
dan bidang kebudayaan;

2l Dinas Kesehatam Kabupaten Aceh Besar Tipe A
menyelenggarakan urusen pemerintahan biriang kesehatan;

3l Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ikbupaten Aceh
Besar fipe A menyelenggarakan u nsan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan
kawasan pemukiman;

4l Sahran Polisi Pamong Prqia dan Wilayahrl Hisbah Kabupaten
Aceh Besar fipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketenterarnan, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan Syariat Islam; dan

5) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar fipe B menyelenggarakan,t
uiusan pemerintatran bidang sosial.

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan
Pemerintahan Wqiib yang tidak berkaitan dengan playanan dasar
terdiri dari: \=
1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencarla,

Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak
Ikbupaten Aceh Besar drpr A menyelenggarakan urusarr
pemerintaharl bidang pdngendalian penduduk, bidang
keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dart
bidang perlindungan anak;

2| Dinas Lingkuagan Hidup Kabupaten AEeh Besar Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hidup;

3) Dinas Kependudulsn dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Besar fipe A menyelengarakan urrusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong l(abupaten
Aceh Besar fipe A rnenyeienggarakan urusan pemerintahari
bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

Dinas Perhubungan lhbupaten Aceh Besar Tipe A
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;
Dinas Pangan l(abupaten Aceh Besar fipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;

Dinas Komrrnikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar
fipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan inforrnatika, bidang statistik dan bidang
persandian;
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8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengatr dan Perdagangan
Ikbupaten Aceh Besar fipe B menyelenggarakan urusarl
pemerintatran bidang koperasi, usatra kecil dan menengah,
bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

9i Drnas Tenaga Kerja dan Tlansmigrasi Kabupaten Aceh Besar
fipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sattr Pinftr
Kabupaten Aceh Besar fipe B menyelengarakan urusan
pemerintahan bidang penansrman modal, bidang perizinart
dan bidang Energi Sumberdaya Mineral; dart

l Il Dinas Ferpustakaan dan Kearsipan Ikbupaten Aceh Besar
fipe B menyelenggaral<an urusan pemerintahan bidang
perpustakaan dan bidang kearsipan.

f. Perangkat Daeratr Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan
Pemerintatran Pilihan terdiri dari:
U Dinas Pariqrisatfl, Pemuda dan Otah Raga Kabupaten Aceh

Besar fipe A menyelenggarakan ruusan pemerintahan bidang
pariwisata, bidang kepemudaan dan bidang olah raga;

2l Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar fipe A' menyelengarakan urarsan pemerintahan bidang peftanian;

"glart3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar Tipe B
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kelautart
dan perikanan;

\

Pasal 4

Selain Perangkat Daeratr **U#imana dimaksud datam Pasal 3,
terdapat Perangkat Daerah yang melaksanalmn uru$an
keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:
a. Dinas Syariat Islam l(abupaten Aceh Besar menyelenggarakan

hrgas khusus pemerintahan dan pembfrgunan di bidang
pelaksan aan Syariat Isiam;

b. Dinas Pendidikan Dayah melaksanakan hrgas pembinaan
pndidikan dayah Kabupaten Aceh Besar;

c. Dinas Pertanahan Ikbupaten melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pertanahan;

d. Selrretariat Majelis Permusyawaratan Ulama melaksa"nakan
tugas pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga ulama
Kabupaten Aceh Besar:

e. Sekretariat Majelis Adat Aceh melaksanakan hrgas pelayanan
administrasi kepada lembaga-lembaga adat Aceh Kabupaten
Aceh Besar;

f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daeratr melaksanalran firgas
pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga pendidikan
daeratr l(abupaten Aceh Besar; dart

g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten melaksanakan hrgas
pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga baiftl mal
I(abupaten Aceh Besar.

$,t
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Pasal 5

Perangkat Daeratr lkbupaten Aceh Besar yang merupakan unsur
penuqiang urusan pemerintahan terdiri dari:
a.. Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr Ikbupaten Aceh Besar

fipe A melahsanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi
penunjang penelitian dan pengembangan;

b. Badan Pengelolaan Keuangan Daeratr Kabupaten Aceh Besar Tipe
A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan

c. Badarr Kepegawaian dan Pengembangarr Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Besar fipe B melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaran.

Pasa] 6

Badan lainnya yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah terdiri
dari:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar

melal<sanakan fungsi pem:njfirg usatra penanggulangan bencana
rneliputi pencegahan, pananganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstn:ksi dan sub urusan kebakaran.

b. Rumah Sakit Urnum Daerah Kabupaten Aceh Besar
melaksanakan fungsi pelayanan khusus bidang kesehata.n.

+

Pasal 7

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Pasal 4, Pasal 5 I*en Pasal 6, Kecamatan ditetapkan sebagai
Perangkat Daeratr.

(2) Kecannetryt sebagaimana dimql$ud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kecamatan Lhoong Kafuaten acen Besar merupal<an

Kecamatan Lhoong fipe A;
b, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Lhoknga Tipe A;
c. Kecamatan Indraptrri lkbupaten Aceh rBesar merupakan

Kecamatan Indrapuri Tipe A;
d. Kecamatan Seulimeum lkbupaten Aceh Besar' merupakan

Kecamatan Seulimeum fipe A;
e. Kecarnatan Montasik Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Montasik fipe A;
f. Kecamatan Sukamakrnur Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan SM fipe A;
g. Kecamatan Darail Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Darul Imaratr Tipe A;
h. Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Peukan Bada Tipe A;
i. Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecematan Mesjid Raya fipe A;
j. Kecamatan Ingtn Jaya Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Ingrn Jaya Tipe A;
k. Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakarr

Kecamatan Kuta Baro ?ipe A;
1. Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Dartrssalam Tipe A;
m. Kecamatarr Rrlo Aceh Kabupaten Aceh Besar merupakan

Kecamatan Rrlo Aceh fipe A;

Irt
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Kecamatan Lembah Seulawatr Kabupaten Aceh Besar
merupal13m Kecamatan Lembah seulawah Tipe A;
Kecarnatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar merupakan
Kecamatan Kota Jantho TiPe A;

s.

Kecamatan Kuta Cot Glie Ikbupaten Aceh
Kecamatan Kuta Cot Glie fiPe A;
Kecannatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh
Kecamatan Kuta Malaka TiPe A;
Kecamatan Simpang figa Kabupaten Aceh Besar
Kecamatan Simpang figa fiPe A;
Kecamatan Darul l(gmal Kabupaten Aceh Elesar
Kecamatan Darut Kamal TiPe A;
Kecamatan Baihrssalam Kabupaten Aceh Besar merupakan
Kecamatan Baittrssdlam TiPe e;
Kecamatan Kmeng Barona Jaya l(gbupaten Aceh Besar
merupakan Kecamatan Krueng Barona Jaya fipe A;
Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar merupakan

Besar memPakan

Besar merupakan

merupakan

merupakart

dimaksud

u.

v.
Kecamatan lruPrrng fiPe A; dart

w. Kecamatan glailg nintang Kabupaten Aceh Besar merupakart
Kecamatan Biang Bintang TiPe A.

+
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dag fungsi, igrta tata kerja perangkat daeratr ditetapkan
dengan Peraturan Buffii.

\

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PEI,AKSAI.IA TEKNIS

Pasal 9 .-

(1) Pada Dinas Daeratr dan Badan Daeratr dapat dibenhrk UPT.

{2} UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk' melaksagatap sebagian kegiatan teknis operasional dxr/atau
kegiatan teknis penunjang tertenttr Perangkat Daerah induknya.

(3) Ketenhran lebih lanjut mengenai kedudukan, susllnan orgarrisasi
tugas dan fungsi serta tata kerja UPT ditetapkan dengan
Peratrrran Eupati.

Pasal 10

(1) Selain UPT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal g terdapat UPT Daeratr l(abupaten di bidang pendidikan
bempa satrran pendidikarr daerah kabupaten.

(2) Sattran Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana'
pada ayat {1} berbentuk sah}an pendidikan formal. I\
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Pasal 1 1

(1) Selain UPT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud d"alam
Pasal 9, terdapat UPT Daerah Kabupaten di bidang kesehatan
berupa Rrsat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
serta meneraplcan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daeratr.

BAB TV

STAF AHLI

Pasal 12

Bupati dalam melaksanakan ttrgasnya dibanhr 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Aparafirr Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangen. \

rl4PVr
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Pera4gkat Daerah yang
rnelaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana tetap
rnelaksanakan tugasn5,a sampai dengan peraturarl. perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.

(2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan hrgasnya sampai
dengan ditetapi<annya pejabat yang baru berclasarkan Qanun ini.

(3) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, dapat menggunakan strulrtur yffLg ada saat ini sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan
Rumah Sakit Daeratr.

(a) Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
dilaksanakan setelah penyeratran pembiayaan, personil,
perlengkapan dan dolimmentasi.

(5) Pada saat Qanun ini mulai berlalm, UPT Daerah yang
dihnfirk tetap melaksanakan hrgasnya sampai
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT
yang bant.

sudah
dengan
Daerah

I.\
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Pasal 15

(U Tugas Pokok, F,trngsi pada $atuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar tetap berlaku sampai dengan ditetapkan
Perahrran tsupati berdasarkan Qanun ini.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,
sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai
Tahun 2017,

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesafuan bangsa dan politik yang terbenfuk dengan
susunarl organisasi dan tata ke4'a sebelum Qanun ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
peraturan pemndang-undangan mengenai peiaksanaan urusan
pemerintahan urnum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
kesahran bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat

. (U; dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sampai dengan perahrran pemndang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

\
BAB VII

KETENNhN PENUTUP

Pasal 17

i1! Pada saat Qanun ini rnuiai berlaku, maka:
a. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan ?ata Kerja Sekretanat Daerah dari
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Besar
(kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor
A2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nornor O2l;

b. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan kmbaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh Besar {Lemba-ran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2OO8 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor O3);

c. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan
Dalam Kabupaten Aceh Besar (I,embaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan irmbaran
Daerah K^abupaten Aceh Besar Nomor O+);

d. Qanun Nomor 3 Tahun 2OAg tentang Pembenfukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Aceh Besar (l,embaran Daerah Kabupaten
Areh Besar Tahun 2A09 Ncmor 03, Tarnbahan LembaranI L\,Uf l

Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor OS); \,*I't
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e. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qarrun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dart
Lembaga Te}rris Daeratr Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daeratr l(abupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15,
Tambatran I-embaran Daeratr Kabupaten Aceh Besar Nomor
12);

f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar {Iembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tatrun 2010 Nomor 07, Tambahart
I"embaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 0+); dart

g. Qanun lkbupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Badan
Penanggulangan Bencana Daeratr l(abupaten Aceh Besar
(Lembaran Daeratr l(abupaten Aceh Besar Tahun 2Al2 Nomor
L2, Tarnbatran [embaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

{2} Semua ketenhran yang mengahrr tentang organisasi perangkat
daerah w4iib berpedoman dan menyssuaikan pengahrrannya
denlan Qanun ini.

Pasal 18

Qanun ini mulai bertalrr pada tarlggal diundangkam.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempataftnya dalarrr Lembaran Kabupaten
Aceh Besar.

Ditetaptmn di Kota Jantho
.IB Ngvembsr 2O16 UI

1O Shafar 1438 H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tansgal 11 NovefnberpQ16 M

11 Shafar 1438 H

PIt. SEKRETARIS DAERAH^

\xanUPATEN ACEH BESAry
0l

ISKANDAR

LEMBARAN IGBUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (5198120rcl.
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PENJEI,ASAN

ATAS

QANUN I(ABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2A16

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sebagai Peraturan Pelaksanan Ketenh:an Pasal 232 ayat (U Undang-Undang
Nomor 23 Tatrun 2Al3 tentang Pemerintatran Daerah, Peraturarr Pemerintah ini
merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan dasar pembentukan Satuan Kerja
Perangka! Daeratr Kabupaten Aceh Besar sebelumrrya. Peraturarl Pemerintah
ini membaura perubahan yang signilikan terhadap pembentukan Perangkat
Daerah, yalori dengan prinsip teirafi fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban
kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing daerah. Hal ini juga
sejalan clengan prinsip penataan Organi-q Perangkat Daeratr yang rasional,
proporsional, efelrtil dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari
ullstfr,staf, unsur pelaksana, dan un$ur penuqiang. Unsurrs^taf diwadahi dalam
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana tJmsan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Unrsan Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam Badan Daeralr. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan
fungsi pembinaan dan pengaq/asan penyelenggara€rn Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam Insptktorat. Di sasrping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk
kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang
bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan
carnat di kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Fungsi Selcretaris Daerah dalam pertanggungiawaban tersebut
hanyalah fungsi pengendalian administrasi unhrk memveri{ikasi kebenaran
administrasi atas pertanggungiawaban yang disampaikan oleh kepala dinas,
kepala badan, sekretaris DPRD, inspelrtur, kepala sahran polisi pamong praja
dan camat atau narna lain kepada Bupati.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaihr adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan W4iib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan

vt
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Weiib dibagi atas Urusan Pemerintatran yang berkaitan dengan pelayartan dasr
dal Urusan Pemerintatran yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta
pelaksanhan umsan keistimewaan dan kekhususan di Provinsi Aceh.

I

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .'

Cukup jelas,

Hunif a
:Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan
potensi Daeratr" adalafi penenhran jumlah dan susunan Perangkat
Daerah didasarkan pada volume beban tugas unflrk melaksanakan
,,suattr Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuli
mendukung dan menunjang pelal<sanaan Urusan Pemerintalran.

Hunif b
Yang jtirnaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembenhrkan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya
guna yang pating tinggi yang dapat diperoleh.

Flumf e
Yang rlimaksud
Perangkat Daeratr
dan berdaya guna.

Aenlan asas "efektivitas' adalah pembenttrkan
harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna

a \

Huruf d
Yang dimaksud dengan a$as "pembagian habis tugas" adalah
pemkntukan Perangkat Daeratr yang meqlragr ha'nis hrgas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintatran kepada Perangkat Daeratr dan
tidak terdapat suaflr fugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih
dari sahr Perangkat Daeratr

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali' adalah penentuan
jumlah Perangkat Daeratr dan jumlah unit kerja pada Ferangkat
'Daerah didasarka:r pada kemampuan pengendalian unit kerja
bawahan.

ri

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "tata. kerja yafig jelaso adalah
pelaksanaan firgas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit ke{a pada' Perangkat Daerah mernpunyai hubungan kerja yang jelas, baik
vertikal maupun horizontal.

Huqil'g
Y*rrS dimaksud dengan asas "fleksibilitas' adalah penenfuan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
im.ernberikan ruang unnrk menampung tugas dan fungsi yang
dia:nanatkarr oleh ketenhran perattrran perundang-undangan setelah
,Peraturan Pemerintah ini ditetapkan 

)r\i:
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Pasal 3
,

Cukup jelas.

Pasal 4

Cuktrp jelas.

n- --t Frasan D

Cplrup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Culmpj**.

Pasal 9 +

Culmp jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Culmp jelas.

Pasal 15

Cuhrp jelas.

Pasal 16

Culmp jelas.

Pasal 1.7 .i

Cukup jelas.

\- -\*

I

r .i
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TAMBAHAN TEMBARAN I{ABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 55
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